SALINAN

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 49 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 131 TAHUN 2016
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang: a. bahwa Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota
Tangerang telah diatur dalam Peraturan Wali Kota
Nomor 131 Tahun 2016 namun berdasarkan
ketentuan dalam Buletin Teknis Standar Akuntansi
Pmerintahan Nomor 18 Tahun 2014 tentang
Akuntansi Penyusutan Berbasis Akrual yang
menjelaskan mengenai pendekatan dalam penetuan
waktu yang akan digunakan dalam perhitungan aset
yang diperoleh di tengah tahun serta perlu adanya
tambahan pengaturan mengenai persediaan, maka
Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud perlu
dilakukan penyesuaian dan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas
Peraturan Wali Kota Nomor 131 Tahun 2016 tentang

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tangerang;

https://jdih.tangerangkota.go.id/



Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II
Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3518;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan  Keuangan dan  Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun
2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang Dan
Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1752);
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Menetapkan :

16 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2007
Nomor 5) sebagaimana diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Tangerang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 131 TAHUN 2016
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA
TANGERANG.

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Lampiran... dalam Peraturan
Wali Kota Nomor 131 Tahun 2016 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Kota Tangerang (Berita Daerah
Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 131), diubah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 30 Juni 2020

WALI KOTA TANGERANG

Cap/Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang

pada tanggal 30 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2020 NOMOR 49
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